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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang
Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Tenaga Ke~a dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000;

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep­
201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan
Industrial;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun
2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;

16. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

17. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013;

MEMUTUSKil,N :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2013 KEPADA
PT STAR CAMTEX.

Menyetujui penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Pwvinsi Tahun
2013 kepada :

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

Jumlah Pekerja

PT Star Camtex
Jalan Jawa III Blok C21. Kawasan Berikat Nusantara
(KBN) Cakung. Cilincing. Kola Administrasi Jakarta
Ulara 14140
1.119 (seribu seratus sembilan belas) orang

KEDUA Penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk waktu
1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan
31 Desember 2013.



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

3

Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KEOUA,
PT Star Camtex wajib membayar upah paling rendah sesuai nilai
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi OKI Jakarta Tahun 2012, yaitu
sebesar Rp 1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu
tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Apr; 1 2013

.ti&~)f-r~''-....

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta
2. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi

Sekda Provinsi OKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
5. Presiden Oirektur PT Star Camtex
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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 513 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
TAHUN 2013 KEPADA PT KYUNGSEUNG TRADING INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan surat tanggal 27 November 2012 Nomor
235/HRD/KTI/XI/2012, PT Kyungseung Trading Indonesia telah
mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013;

b. bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah
disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI
Jakarta tanggal 20 Desember 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013 Kepada PT Kyungseung Trading Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerjal
Serikat Buruh;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemeri.ntah Nomor 8 Tahun 1981 tenlang Perlindungan
Upah;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang
Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000;

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep­
201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan
Industrial;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun
2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;

16. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

17. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2013 KEPADA
PT KYUNGSEUNG TRADING INDONESIA.

Menyetujui penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun
2013 kepada :

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

Jumlah Pekerja

PT Kyungseung Trading Indonesia
Jalan Madura III Blok D-19, Kawasan Berikat
Nusantara (KBN) Cakung, Cilincing, Kota Administrasi
Jakarta Utara 14140
1.119 (seribu seratus sembiIan belas) orang

KEDUA Penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk waktu
1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan
31 Desember 2013.



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

3

Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KEOUA,
PT Kyungseung Trading Indonesia wajib membayar upah paling rendah
sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi OKI Jakarta Tahun
2012, yaitu sebesar Rp 1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh
delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Apr; 1 2013

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta
2. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi

Sekda Provinsi OKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
5. Personnel & HR Manager

PT Kyungseung Trading Indonesia
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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 510 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
TAHUN 2013 KEPADA PT KAHOINDAH CITRAGARMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan surat tanggal 19 Desember 2012 Nomor
001/KH/XII/2012, PT Kahoindah Citragarment telah mengajukan
permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013;

b. bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah
disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI
Jakarta tanggal 20 Desember 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013 Kepada PT Kahoindah Citragarment;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/
Serikat Buruh;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah;



Menetapkan
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7. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintallan Daerah Kabupaten/Keta;

8. Keputusan Presiden Nemer 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nemer Per-01/MEN/1999 tentang
Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nemer KEP-266/MEN/2000;

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nemer Kep­
201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan
Industrial;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nemer 13 Tcihun
2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak;

12. Peraturan Daerah Nemer 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

13. Peraturan Oaerah Nemer 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Oaerah;

14. Peraturan Gubernur Nemer 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibuketa
Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nemer 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;

16. Peraturan Gubernur Nemer 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

17. Peraturan Gubernur Nemer 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI JAHUN 2013 KEPADA
PT KAHOINDAH CITRAGARMENT.

Menyetujui penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun
2013 kepada :

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

Jumlah Pekerja

PT Kahoindah Citragarment
Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Blek 0/16, Keta
Administrasi Jakarta Utara 14140
2.234 (dua ribu dua ratus tiga puluh empat) erang

KEOUA Penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk waktu
1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan
31 Desember 2013.



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

3

Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KEOUA,
PT Kahoindah Citragarment wajib membayar upah paling rendah sesuai
nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi OKI Jakarta Tahun 2012, yaitu
sebesar Rp 1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu
tujuh ratus delapan puluh sembiIan rupiah).

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Apr il 2013

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta
2. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi

Sekda Provinsi OKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Managing Director PT Kahoindah Citragarment
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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 512 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
TAHUN 2013 KEPADA PT MYUNG SUNG INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan surat tanggal 4 November 2012 Nomor
102/MSIIX1I/2012, PT Myung Sung Indonesia telah mengajukan
permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013;

b. bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah
disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja/bun..h sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI
Jakarta tanggal 20 Desember 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013 Kepada PT Myung Sung Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerjal
Serikat Buruh;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuar. Republik Indcnesia:

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah;



Menetapkan
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang
Upah Minimum sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Menteri
Tenaga Ke~a dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000;

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep­
201/MEN/2001 tent:lng Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan
Industrial;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun
2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;

16. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

17. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2013 KEPADA
PT MYUNG SUNG INDONESIA.

Menyetujui penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun
2013 kepada :

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

Jumlah Pekerja

PT Myung Sung Indonesia
Jalan Madura I Blok D-20A, Kawasan Berikat
Nusantara (KBN) Cakung, Cilincing, Kota Administrasi
Jakarta Utara 14140
1.000 (seribu) orang

KEDUA Penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk waktu
1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan
31 Desember 2013.



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

3

Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KEOUA,
PT Myung Sung Indonesia wajib membayar upah paling rendah sesuai nilai
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi OKI Jakarta Tahun 2012, yaitu
sebesar Rp 1.978.789,00 (satu juta sembiIan ratus tujuh puluh delapan ribu
tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
padatanggal 5 April 2013

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta
2. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi

Sekda Provinsi OKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
5. Oirektur PT Myung Sung Indonesia



8J~g7J~PlJ~QY~

~~

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 511 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
TAHUN 2013 KEPADA PT MISUNG INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingai

a. bahwa berdasarkan surat tanggal 20 Desember 2012 Nomor
002/PER/MS/XII/2012, PT Misung Indonesia telah mengajukan
permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013;

b. bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah
disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI
Jakarta tanggal 20 Desember 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013 Kepada PT Misung Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerjal
Serikat Buruh;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah;



Menetapkan
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang
Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Tenaga Ke~a dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000;

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep­
201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan
Industrial;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun
2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Gubernur Nornor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;

16. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

17. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2013 KEPADA
PT MISUNG INDONESIA.

Menyetujui penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun
2013 kepada :

Nama Perusahaan PT Misung Indonesia
Alamat Perusahaan Jalan Jawa V Blok C-23, Kawasan Berikat

Nusantara (KBN) Cakung, Cilincing, Kota Administrasi
Jakarta Utara 14140

Jumlah Pekerja 2.321 (dua ribu tiga ratus dua puluh satu) orang

Penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk waktu
1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan
31 Desember 2013.



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

3

Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KEOUA,
PT Misung Indonesia wajib membayar upah paling rendah sesuai nilai
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi OKI Jakarta Tahun 2012, yaitu
sebesar Rp 1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu
tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
padatanggal5 April 2013

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta
2. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi

Sekda Provinsi OKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
5. Presiden Oirektur PT Misung Indonesia
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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 515 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
TAHUN 2013 KEPADA PT GOOD GUYS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan surat tanggal 26 November 2012 Nomor
0026/GM/GGI/XI/20i2, PT Good Guys Indonesia telah mengajukan
permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013;

b. bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah
disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI
Jakarta tanggal20 Desember 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013 Kepada PT Good Guys Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/
Serikat Buruh;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhi~ dengan
Undang-Undang Nomor '12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah;
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KESATU

2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang
Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000;

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep­
201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan
Industrial;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun
2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;

16. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

17. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2013 KEPADA
PT GOOD GUYS INDONESIA.

Menyetujui penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun
2013 kepada :

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

Jumlah Pekerja

PT Good Guys Indonesia
Jalan Jawa Raya Blok C-17. Kawasan Berikat
Nusantara (KBN) Cakung. Cilincing, Kota Administrasi
Jakarta Utara 14140
1.018 (seribu delapan belas) orang

KEDUA Penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk waktu
1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan
31 Desember 2013.



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:
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Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KEOUA,
PT Good Guys Indonesia wajib membayar upah paling rendah sesuai nilai
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi OKI Jakarta Tahun 2012, yaitu
sebesar Rp 1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu
tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Apri 1 2013

G),JJ~~~PROVINSIOAERAH KHUSUS
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1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta
2. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi

Sekda Provinsi OKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
5. Presiden Oirektur PT Good Guys Indonesia
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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 354 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
TAHUN 2013 KEPADA PT WINNERS INTERNATIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan surat tanggal 27 November 2012 Nomor
0081DIR/WI/XI/2012, PT Winners International telah mengajukan
permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013;

b. bahwa permohencln penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Previnsi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah
disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh sebagaimana
tertuang dalam Berita Acar3 Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI
Jakarta tanggal 20 Desember 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013 Kepada PT Winners International;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerjal
Serikat Buruh;

2. Undang·Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-lJlldangan;

6. Peraturan Pemerintnh Nomer 8 Ta'oun 1981 tentang Perlindungan
Upah;
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7. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Previnsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Keta;

8. Keputusan Presiden Nemer 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nemer Per-01/MEN/1999 tentang
Upah Minimum je. Keputusan Menteri Tenaga Ke~a dan Transmigrasi
Nemer KEP-266/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal1, Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nemor Kep­
201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan
Industrial;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nemer 13 Tahun
2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

13. Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Gubernur Nomer 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nemor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;

16. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

17. Peraturan Gubernur Nemor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2013 KEPADA
PT WINNERS INTERNATIONAL.

Menyetujui penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun
2013 kepada :

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

Jumlah Pekerja

PT Winners International
Jalan Jawa VI Blok C 05 dan 010 Kawasan Berikat
Nusantara (KBN) Cakung Cilincing, Kota Administrasi
Jakarta Utara 14140
2.457 (dua ribu empat ratus lima puluh tujuh) orang



KEOUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:
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Penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk waktu
1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan
31 Oesember 2013.

Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KEOUA
PT Winners International wajib membayar upah paling rendah sesuai nilai
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi OKI Jakarta Tahun 2012, yaitu
sebesar Rp 1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu
tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada~nggal 6 Maret 2013

GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

v

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta
2. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi OKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
5. Oirektur PT Winners International
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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 357 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
TAHUN 2013 KEPADA PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan surat tanggal 26 November 2012 Nomor
0081TN/011/2012, PT Tainan Enterprises Indonesia telah mengajukan
permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013;

b. bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah
disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI
Jakarta tanggCiI 20 Desember 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013 Kepada PT Tainan Enterprises Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerjal
Serikat Buruh;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang .Pemerintahan
Daerah sebagaimana telal1 beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomo, 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah I<huslis IbukQta Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Repuhl:k Indcn~sia;

5. Undang-Undang Nomor ~ 2 1ahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perund;ji1g-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang
Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor KEP-266/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep­
201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan
Industrial;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun
2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

. Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;

16. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

17. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2013 KEPADA
PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA.

Menyetujui penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun
2013 kepada :

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

Jumlah Pekerja

PT Tainan Enterprises Indonesia
Jalan Irian Blok E-28, Kawasan Berikat Nusantara
(KBN) Cakung Cilincing, Kota Administrasi Jakarta
Utara 14140
4.958 (empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan)
orang



KEOUA

KETIGA
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Penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk waktu
1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan
31 Oesember 2013.

Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KEOUA
PT Tainan Enterprises Indonesia wajib membayar upah paling rendah
sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi OKI Jakarta Tahun
2012, yaitu sebesar Rp 1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh
delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2013

GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Tembusan:

~~

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta
2. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi OKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
5. Oirektur PT Tainan Enterprises Indonesia
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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 356 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
TAHUN 2013 KEPADA PT WOOIN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan surat tanggal 27 November 2012 Nomor
013/HRDIWI/X1/2012, PT Wooin Indonesia telah mengajukan
permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013;

b. bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah
disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI
Jakarta tanggal 20 Desember 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2013 Kepada PT Wooin Indonesifl;

1. Undang-Undang NfJmor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerjal
Serikat Buruh;

2. Undang-Undar.g Nomor '; 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa I<ali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undar.g-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kes«tuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tah'JI1 2011 tentang Pembentukan
Pt'lraturan Peiundang-undangan;

G. Peraturan P'Ynenma!1 Nomor 8 Tahl.n 1981 t6'1tang Perlindungan
Upnh;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang
Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Ke~a dan Transmigrasi
Nomor KEP-266/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal1, Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep­
201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan
Industrial;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun
2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan
Tata Ke~a Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;

16. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

17. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum
Provinsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2013 KEPADA
PT WOOIN INDONESIA.

Menyetujui penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun
2013 kepada :

Nama Perusahaan PT Wooin Indonesia
Alamat Perusahaan Jalan Irian Blok E-15 Kawasan Berikat Nusantara

(KBN) Cakung Cilincing, Kota Administrasi Jakarta
Utara 14140

Jumlah Pekerja 1.931 (seribu sembilan ratus tiga puluh satu) orang
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KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:
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Penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk waktu
1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan
31 Oesember 2013.

Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KEOUA
PT Wooin Indonesia wajib membayar upah paling rendah sesuai Nilai
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi OKI Jakarta Tahun 2012, yaitu
sebesar Rp 1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tUjuh puluh delapan ribu
tujuh ratus delapan puluh sembiIan rupiah).

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tan9gal 6 Maret 2013

GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Lz~
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1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi OKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi

Sekda Provinsi OKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
5. Oirektur PT Wooin Indonesia


